
 

 

BUPATI SITUBONDO 
 

 PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR    7    TAHUN 2019 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 66      

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penggunaan Dana 
Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknis yang 

diterbitkan masing-masing kementerian sebagaimana 
ketentuan Romawi V Hal-hal Khusus Lainnya angka 
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2019 dijelaskan  dalam rangka menjaga 

konsistensi terhadap penetapan target output, rincian 
dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen 

Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah dibahas SKPD 
dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga dan 

ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun Anggaran 
2019 sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 
ayat (4a) dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Wajib 
menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 

sesuai penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik 
dimaksud;  

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari dana 
transfer yang telah ditentukan peruntukannya 
sebagaimana ketentuan Romawi V Hal-hal Khusus 

Lainnya angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2019 dijelaskan Pemerintah 
Daerah wajib menganggarkan pendapatan yang 

bersumber dari dana transfer ke daerah yang 
penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk 
teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam 

hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud 
penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis 

tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan 
penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud 

dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan 

SALINAN 
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kepada Pimpinan DPRD mendahului penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; 
c. bahwa dalam rangka penganggaran Pendapatan 

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur serta pengalokasian belanja dalam bentuk 

kegiatan sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Timur tanggal 31 Desember 2018 Nomor 903/17.526/ 
201/2018 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota 
pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 

dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 
tanggal 23 Januari 2019 Nomor 414.2/484/ 

112.3/2019 perihal Penyampaian Pagu Definitif 
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada 
Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 dijelaskan apabila Kabupaten/Kota 
telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD 

Tahun Anggaran 2019, maka Kabupaten/Kota 
bersangkutan harus menyesuaikan alokasi anggaran 

dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicantumkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

d. bahwa guna pelaksanaan kegiatan pengadaan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga 
Kesehatan dan Penyuluh Pertanian dan dalam rangka 

Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) 
sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan 
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan 
Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh 

Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah perlu dilakukan pergeseran anggaran; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2011 tentang 
Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis 

Belanja dan Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek 
Belanja dalam Obyek Belanja pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, 
pergeseran anggaran setelah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah ditetapkan dilakukan dengan cara 
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan 
dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 

maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e, dipandang perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Situbondo tentang Perubahan atas  Peraturan 
Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

                                    

Mengingat   :  1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor   28  Tahun  2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5409 ); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5239); 

10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat 
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1972 Nomor 38); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil  Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219). 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2016; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal. 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang – Undangan. 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011. 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD 

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 

Tahun 2018; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018; 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547)  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/ 

2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 701; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Kelurahan. 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 

Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas 
(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah 
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2007  Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 2); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahu 

2006 Nomor 17); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10    

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah  Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016-2021; 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  8 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8) 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  11 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI SITUBONDO 
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG  PENJABARAN  

ANGGARAN    PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019  setelah perubahan sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan 
a. Semula Rp 1.685.683.318.801,95 

b. Bertambah Rp    110.993.179.000,00 
Jumlah Pendapatan  
Setelah Perubahan Rp 1.796.676.497.801,95 

 
2. Belanja 

a. Semula Rp 1.749.683.318.801,95 
b. Bertambah Rp    110.993.179.000,00 

Jumlah Belanja  
Setelah Perubahan Rp 1.860.676.497.801,95 

 

Surplus/(Defisit) Rp      (64.000.000.000,00) 
 

3. Pembiayaan 
Peneriman Pembiayaan  

a. Semula Rp     64.000.000.000,00 
b. Bertambah Rp                            0,00 
Jumlah Pembiayaan  

Setelah Perubahan Rp     64.000.000.000,00 
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Pengeluaran Pembiayaan 

a. Semula Rp                            0,00 
b. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Pembiayaan  
Setelah Perubahan Rp                            0,00 

 
Pembiayaan netto Rp     64.000.000.000,00 

 
Silpa Lebih Pembiayaan  
Anggaran Tahun  

Berkenaan Rp                            0,00 
 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 
 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 26 Maret 2019        

BUPATI SITUBONDO, 

 
ttd. 

 
DADANG WIGIARTO 

 

Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 26 Maret 2019 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd. 

 

SYAIFULLAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019  NOMOR 7 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


